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ABSTRAK

Perbawinan di Indonesia diatur di dalam Undang—Undang Momer 1 Tahun
1074 Tentang Perkawinan dan diatur lebib lanut dalam Peraturan Pemerintzh Momoe
0 Tphun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang—Undang Momor 1 Tabun 1974 Tentang
Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganit
asas monogami terbuka vang arlinyu Undang—tndang membenkan balasun yang
Votat untuk memberikan izin kepada seseorang melakukan poligami serta diharuskan
memenuhi svarat-syarat tertentu. Salah salu syarat tersebut adaluh adunya izin dan
istri pertwma untuk meniksh lagi. Namuno, poda kenyataannya bunyuk pernikohan
poligami yang terjadi tanpa seizin istri pertama. Perbuatan ini dapat dipidona dengan
ancaman pidana penjara selama-lamanya lima tahun sehazaimana vang dialur dalam
Pasal 770 KUHP, Permasalahan dalam penelitian ini adalal hagaimanakalt bepiuk
sanksi pidana yang dijathkan oleh hakim terhadap kejahatn ini dan hentuk poligam:
vang bagaimankah yang memenuhl unsur-unsur Pasul 279 EUHP. Penulisan i
menggunakan metode  pendekatan  yuridis sosiolopis  vaitu  pendekatan  yung
menckankan pada aspek pencrapsn peraturan perundang—undangan olch masyarikol.
Berdasarkan penclitian vang dilakukan pada Pengadilan Megari Kelas 1A Kot
Padang, bentuk pemidanaan yang diator dalam Pasal 279 KUHP yaitu pidana penjara
selama—lamanya lima tahun, namun pada Pengadilan Negen Kelas 1A pidana vang
dijatutkan paling lama hanys tujuh bulan penjara. Dapal dizimpulkan balvwa pasal ind
cukup melindungi kepentingan perempuan sehapaimana yang diungkopkan oleh
Rapak Zulkifli selaku Hakim di Pengacilan MNeper Klas [a Padung, namun dari
keputusan terkesan hakim masih enggan untuk menjatuhkan pidana maksimal.
Padahal dari kedua kasus wveng penulis lampirkan terdopat banyak bal yang
memberatkan terdakwa, Bentuk poligami yang memenuhi unsur—unsur Pasal 279
KUHP yaitu ; Searang suami yang melakukan pernikahan lagi tanpa memperoleh izin
dari istri pertama, Scorang wanita yang melakukan pernikahan dengun secrang laki-
laki yang diketahuinya telah menikah schelumnya dengan wanita lain, namun ia tetap
menikah dengan laki-laki tersebut padahal ja mengetabui bahwa tidak ada perseiinan
dari istd pertama, Seorang laki-laki yang menikah kembali dengan wanita lain lanpa
seizin dari istri pertama dan menyembunyikan pernikahan yang sebelumnya terscbu
dari si istrd baru. Dalam pelaksanaannya tidak dilemukan kendala-kendala yang
berarti, Kalaupun ada kendala tidak mempersulit hakim antuk mengambil keputusan,
Penulis memiliki saran agar hakim lebih memperhatikan hal-hal vang memberatkan
dan meringankan sebelum pengambilan keputusan dan agar petugas KUA lehih
memperhatikdn ketentuan Pasal 279 KUHP, serta mengharapkan kepada penyidik
lebih sedus dalam menangpapi setiap laporan vang terkait dengan Pasal 279 KUHP.



AL

Ball

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkpwinan merupakon sebuah ikatan suci antara seorang priz dengan
wanita, Dalam perkembangannyva perkawinan dalmm masyarakar hierkembang
menjadi sebuah kebinsaan. bahkan keharusan, Perkawinae disyuialkan sepaya
manusia mempunyai ketarunan dan keluarpa vang sah menuju kehidupan balugio
di dunia dan di akhiral. di bawah naunpan cinta kasih dan ridha Nabi,'

Perkawinan merepakan salah sato bentuk perikatan vang umum di dislam
masyarakat. Oleb karena itu, wajar apabila setiap negara memiliki aluran
tersendini mengenai masalah ini. Penpoturan tersebut tidak suja dipandang dar
faktor hukum negara e sendin tetapi juga memandang hukum adst dan agema
masing-masing  pihak.  Bepgitu  juga  dengan  Indonesis o yung  mavoclos
penduduknya heragama Islam, schingea memiliki aturan yang berapam teotuny
perkawinan.

Bangss Indonesia dalam catatan scjarah permah memberizkukan berbagai
hubungan perkawinan bagi berbapai polongan warga negara dan berbagai dacrah,
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bugi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agamn vung
telah diresipir dalam hukum adal;

bapi orang-orang Indonesia ashi lainnyas berlabku hukum adar

bapi  orang-orang  Indonesia  asli yung  Deragama Eoristen  berlakn
Hwwelifksordonantie Cristen Indonesia (Sth, 1933 No. 140

bagi orang-orang Timur Asing Cing dan warga nepara [ndonesia kelunman Clina
herlaku ketentuan  Kiteh  Undang-Undang  Hukum  Perdata dengan sadikit
perubahan;

bagi orang Timur Asing lain-laionya dan warga negors Indonesia ketfwrunan
Timur Asing lainnya terschut berlaku hukum adar mercka;

hapi orang-orang Cropa dan Warga Negara Indonesia kelurunon Ervpa dan yang
disamakan denpan mereka berlaku Kitab Undang-LUndang Hukum Perdata,

[dalam perkembangannya, perkawinan bagi Warga hegara Indanesio yong
menganul agama Islam masib terdapat perdebatun di dalawmnya, Perdebatan 1m
terutama nengenai hedstri lebih duari seorang atau dikenal juga dengan stilah
poligami. Pengecualian ini hanya khusus berlaku bagi mercka yang beragama
Lslam dan Hindu dan tidak berlaku bagi vang beragama Krislen, .

Saat ini hukum perkawinan yanp berlaku bapgi Warga Negara Indonesia
vang beragama [slam adalah Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1974 tentang
Perkawinan dan diatur lebih lanjur dalam Peraturan Pemerintah Momor % Tahun
1975 teptang  Pelaksanaan Undang-Undang Neomer | Tabun 1974 Tentang
Perkawinan.

Undane-Undang tersebut di atas pada dasarmya menganut asas monogami

terbuka yang artinya Undang-Undang memberi batasan vang  Ketal untuk

¥ Achmad lchaan, 1986, Hwbwm Mersawinon Bapd yakg Beragaira fxlam, Jukarta: FT,

Pradnve Paramits, hal 36
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PENUTUP

A, KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan vang lelah divraikan sebelumnya, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagar benikut

L.

2

Mentuk sanksi pidana vang diatur dalam Pasal 279 KUHE tentang polignn:i
adalah pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan selama-laoonya tojuh
tahun bagi pihak yang menvembunyikan permikaban terdahulu dan pihek lain,
Mamun dalam prakicknya di Pengadilan Negert Kelas Ta Kota Padang dan
tahun 2003-tabun 2008 banya terdapat dua kasus vang diancun dengan pasal
ini denpan hukuman yang dijatuhkan masing-masing adalah empat bulan dan
wiuh bulan penjare, Padahal dari kedua kasus tersebut, terbukti habwa ada
hal-hul vang memberatkan terdakwa yang tidak menjadi pertimbangan hakim.
Svarat-svarat vang harus dipenuha oleh poligami yang memenuhi vmsur-unsir
dalam Pasal 279 KUHP adalash scscorang  vang terbukii melakukan
pernikaban padahal ia mengetabui bahwa pernikahan vang telah ada menjadi
halangan yang soh baginya untuk menikah lagi atao pernikahan vang telah ada
menjadi balangan yang sah bogi pikak lain untuk mentkah lagi dan perbuatan
tersebut dapat diperlangpungjawabkan kepadanya karena fa tidak hilang akal
atau herada di bawab pengampuan. Pada Pasal 279 avat {2) KUHP unsur-

unsurmya  adalah  sesecrang yang melakukan  pemikahan  dengan  cara
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